
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAEMH PROVI}{SI BEIIGKULU

ilonoR 3 TAHUI{ 2010

TEt{TANG

RETRIBUSI FEI.AYAilAil rcPEL/{BUHANAN DI PROVIT{SI BEI{GKULU

DE}IGAI{ MHTAT ruHN]I YATIG TAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbamg : a. bahwa unfuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulq maka
pedu melakukar inbnsifikei dan ekstensifikasl sumber+umber Pendapatan Asli
Daenah melalui punguhn Retibusi ah Pelayanan Kepelabuhanan di Pmvinsi
Bengkulu;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20()9 tentang
Pajak dan Retibusi Oaerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Normr 5049),
dan memperhalikan pertembangan kmdisi peekonomian daenah di ftovinsi
Bengkulu saat ini, maka perlu untuk melakukan perubahan Htadap Peratrran
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2002 bntang Retribusi Pelayanan
Pelabuhan Penyebrangan di Povinsi Bengkulu;

c. bahwa berdasad€n peilimbangan sebagaimana dimdeud dalarn a dan huruf b,
pedu ditehpkan Perafunan Daerah Povinsi Bengkulu bnhng Retibusi
Pelayanan Kepelabuhanan di Provinsi Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 9Tahun'l96TtentangPembentukanProvinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tdrun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pirjana
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negan Republik lndonesia Nomor 3209);

3. Undang-undatg Nomor 10 Tahun fi)4 bnhng Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndorresia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20ol tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor l2S, Tambahan
Lembaran Negara Republk lndonesia Nomor 4437) sebagaimara teldr
bebenapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor'12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembann Negara Republik lndonesia l,l,omor
4&l.)i

5. Undang-Undang Nomor ili! Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemeilntah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tdrun 20& Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Hornor4438);

6. Undang-Undang Nonrcr 28 Tahun 2009 bntang pajak dan Rebibusi Daerah
(Lembaran Negara Republik lndoneeia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);



",

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Prcvinsi

Bengkulu (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1968 Nomor 34,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2854);

L Perafuran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Oaemh (Lembamn tlegara Republik lndooesia T.ahun 20O5 Nomor 140
Tambahan Lemberan Negara Republik lndonesia Nomolls78);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4609);

10. Penaturan Pemerintah Nonpr 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
tGbupatenJlGta (l*mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor47$/);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan
Tugas dan ltllelenarg Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakll
Fomerintsh di Wilayah Povinai (Lembaran Negara Republik lndoneeia Tahun
X)10 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5107);

12. Perafuran Menteri Dalam Negai Norrcr 13 Tahun 2006 tentrng Fedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Pemfuran
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Perafuran Menhri Oalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OOO hnhng Prpsedur
Penyusunan Prcduk Hukum Daerah;

14. Peraturan Mented Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15. Perahran Der.ah Provinsi.Bengkulu Nomor 6 T.ahun 2007 tentang Pokok.pokok
Pengehlaan lGuangan Drerah (Lembanan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2007 Nomor6);

16. Perahran Eaerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengebhan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor
e);

17. Penaturan Daenah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi keurcnangan Pemerintah Provinsi Bengkulu
(Lembaran Daerah Povinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Keda Seketariat Daerah Povinsi Bengkulu dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daenah Provinsi
Bengkulu Tahun 200{l Nonnr 6);

19. Perafuran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Drerah Pruvinsi
Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata lGria lnspekbrat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Prwinsi
Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7).



Menetapkan

J

Dengan Persetujuan Bercama

DEUTAT{ PERWAKILAI{ RAIfiAT DAEMH PROVIiISI 8E]{GKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

IIEIIiUTUSIGN:

PERATURAN DAERAH PROVITISI BEI{GKULU TET{TANG RETRIBUSI

PEIAYAIA}I KEPEI.ABUHA,}IA}I DI PROVI}TSi BEIIGKUII'.

BAB I

KETENTUAN UMUTI

Pasal I
Daiam Peratrran Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.

2. Pemedntah Daerah adalah Pemedntah Daenah Provinsi Bengkulu.

3, Gubemur adalah'Gubemur Bengkulu.

4. Dinas adalah Dinm Perhubungan, Komunikasi dan lnfomatika.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur'Pelaksana Operasional Dinas di
lapangan.

6. Pelabutun adalah tempat yang terdiri dari darabn dan perairan disekihmya
dengan bata+batas terEntu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bercandar,
berlabuh, naik furun penumpan{;, dan/atau bongkar muat barang yarq
dilengkapi dengan hsilitas keaelamahn pelayeren dan kegiahn penunjang
pelabuhan serta sebagai bmpat perpindahan in8a dan antar moda
hansportasl.

7. Kepelabuhanan melipuli segala sesuatu yang be*aitan dengan kegiatan
penyehrggaraan pelabuhan dan kegiatan ,tainnya dalam raelaksanakan
fungsi pelabuhan unfuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketsffban
aru$ lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamahn berlayar,
serta tempat perpindahan.inha danlatau antar rnoda.

8. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untrk
kepentingan pelayanan masyarakat umum.

9. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan Umum untuk kegiahn
angkutan penyeberangan.

10. Daerah t-ingkungan Kerja Kepelabuhanan adalah wilayah perairan dan
daratan pada Pelabuhan yang dipequnakan secara langsung untrk kegiatan
pelayanan Kepelabuhanan.

11.Oaerah Lingkungan lGpentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan
disekeliling daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan yang dipergunakan
untuk menjamin keselamatan pelayaran.

12. Penyelenggaraan Kepelabuhanan adalah Unit Pelalaana Teknis/ Sahran
Kerja Kepelabuhanan atau Badan Usaha Kepelabuhanan.
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13. Badan Usaha Kepelabuhanan adalah badan usaha yang khusus didirikan
untuk mengusahakan Ima kepelabuhanan di pehbuhan.

14. Retibusi adalah punguhn daerah sebagai pembayaran atas iasa atau
pemberian izin tedenfu yang khu$ts disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepenliryan orang pdbadiabu badan.

15. Retribusi Jasa Usaha adalah refibusi atas jasa yang disedialon oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

dmamya dapat pula disediakan olek seKor swasts.

16. Wajh Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang+ndangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

reffibusi.

17. Retibusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjuhya dapat disehn
Retibusi adalah pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan yang dilalola
oleh Pemerinbh Daerah.

18. Masa Retibusi adalah jangka waktu brtentu yang tnerupakan babs wakfu
bagi wajib ebibusi untuk memanfaaten pelayanan kepelabuhanar .

19. Surat Pendaftaran Objek Retrihusi Daerah, yang selanjutnya dapat d,singl€t
SPQRO, adalah sunat yang digunakan oleh wajib retibusi sebqai dasar
peftifungan dan pembayaran retribusi yang brutang menurut Perafuran
Perundangrundangan Retibusi Daerah.

20. Surat Ketetapan Rebibusi Daerah yang selanjuhya dbingkat SKRD adaldr
surat lGpufusan yang menentukan besamya jumlah rctibusi yang

ditetapkan.

21. Surat lGtetapan Retibusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjuhya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat kepuhrsan yang

menentukan tambahan atas jumlah rebibusi yang telah ditetapkan.

22 Surat Pemberihhuan Retibusi Daerah yang selanjuhya disinglot SPRTD
adalah surat yang digunakan oleh wajib retdbusi untuk melaporlran data
ot{ek efribusi dan mjib e[ibusi sebagai dasar peftitungan dan
pembayarar rcUibusi yaB terutarE menurut perahrIan perundaErundangat
yang borlaku.

23. Surat Tqgihan Retribusi Daerah yang selanjuhya disingkat STRD adalatr
surat unfuk melakukan tagihan retrifusi dan atau sankei administatif berupa
bunga dan atau denda.

24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik lndonesia atau PejaH
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dibed tugas wewenang h'lrusus oleh
Undang-Undang unfuk melakukan pnyidikan.

25. Penyidika Tindak Pidana ditridang rctihrsi daenah adalah serargkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyitlik Pegawai Negeri Sipil yarg
selanjuhyadapat diseM penyidik, untuk mencadserta mengumpulkan fuHi
dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

26. GT adalah Goss Tonnage unfuk menenhrkan besarnya kapat.

27. Call adalah kunjungan.

28. Golongan ladalah sepda.

29. Golongan ll a adalah kendaraan mda dua berupa sepeda motor.
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30. Golongan ll b adalah kendaraan roda tiga berupa Bemo, Bajaj, dan
sejenhnya.

31. Goloqan lll adalah kendaraan bernotor berupa Motil, Jeep, Sedan, Mini
Cab, MiniBus, Mikrolet, Pick Up, Cornbi, Stalbn Wagon dar seienlsnya.

32. Golorgan lV adalah kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Tanki
ukuran sedang dengan panJang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya.

33. Golongan V adalah kendaraan bermotor berupa Mobit Bus, Motril Tanki/
Barang/ lGndaraan Penarik dengan ukunan panjang 5 meter dan sejenisnya.

34. Golongan Vl a adalah kendaraan hrmobr berupa Mobil Barang/ Tankil

Kereta Tempelary' lGreh Gandengan serta Alat Berat rcda karct dengan
berat roda sampai dengan '12 bn.

35. Gobrgan Vl b dalah kendaraan bennobr berupa Alat Berat rda Bi
smpai dergan 12 bn.

BABII

NAltA, oB,,El( DAt{ SUB.JEKRETTBUSI

Pagal2

Dengar Nama Retibusi Pelayanan lGpelabuhamn dipungut retibusi sebagai
pembayaran atss Pelayam lGpelabuhanan di Povinsi Bengkulu.

Pasal 3

(1) Otrje* Retibur, Pelayanan lGpehbuhanan addah jasa kepelabuhanan,
brmasuk fasilitas lalnnya di lingkungan pelabuhan yang dlsedlakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerinlah Povinsi Bengkulu.

12) Dikecualikan dari objek Retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihalr swasta

Paeal4

Sublek rcfibtsi adalah oraq pribadi atau badan yatg rrndapaden hak untuk
menggunakan dan/atau memakai jasa pelayanan kepelabuhanan yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

BAB III

GOLONGAil RETruBUSI

Pasal 5

Retibusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

PRII{SIP DAN SASARAN PEilETAPAX STRUKTUR DAI{ BESARIIYA TARIF
RENBUSI

Pasal 6
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarif Rebibusi pelayanan

lGpelabuhanan didasar'kan pada fujuan untrk memperoleh keuntjngan
yang layak.

(2) Keuntngan yary layak sebagaiman dirnakstrd pada ayat (0 adaHt
keuntungan yang dipercleh apabila pelayanan jasa usdra tersehrt dilakukan
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
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BAB V

TATA CARA PERHITUTIGAil DASAR PEI{GE]{Mil TARIF RETRIBUSI
PEIAYANAN KEPEI.ABUHANAN

Pasal 7

Perhitungan dasar pengenaan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan dihitung

berdasarkan fiekuensi dan jangka wakfu pelayanan yang diberikan kepada
pengguna jasa pelayanan kepelabuhanan.

BAB V]

STRUKTI'R DAN BESARilYA TARIF RETRBUSI

Palal 8

Stuktur Tarif Rehibusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan
dan jangka wakfu pemakaian.

Pasal9

(1) Besamya Tarif Retibusi Pelafanan Kepelabuhanan ditetapkan
sebagaimana teft:antum dalam Lampiran Perafuran Daerah ini, dan
merupakan safu kesatuan yang fdak terpisahkan dari Perafuran Daerah ini.

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah paling lama 3 (tiga)
tahun sejak perafuran daerah ini ditetapkan dengan memperhalikan
perkembangan perekonomian daerah bedasarftan pd,nspkorersial.

(3) Perubahan tiuif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Perafuran Gubemur.

BAB VII

U'ITAYAH PETUI{GUTAN

Pasal l0

Retibusi yang brutang dipungut di wilayah tempat penyediaan jasa pelayanan

kepelabuhanan.

BAB VIII

TIASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTAIIG

Pagal tl
Masa Rebibusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib ReEibusi unfuk nenggunakan dan/atau rcmakai jasa pelayanan

kepelabuhanan,

Pasal 12

('l) Saat rchibusi terutang adalah pada saat diterbit<annya SKRD alau dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Benfuk, isi serh tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana
dimaksud ayat (1) selaniutnya diatur dengan Perafuran Gubemur
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BAB X
TATA CARA PEMBAYARAT{

Pasal 13

(1) Wajib Retibusi membayar lunas retibusi terutang pada saat SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.

(2) Dofunen lain yang dipemamakan sebagaimana dimaksud ayal (11 dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu lar\lganan.

(3) Waiib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran rctribusi yang

terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan

oleh Gubemur dengan menggunakan SSRD.

(4) Tak cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran lebibusi
sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) selanjuttya ditetapkan dengan

Peraturan Gubemur.

BABX
PEiiUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 14

(t) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD alau dokumen lain yang

dipersarnakan.

(3) Pejabat di lingkungan Dinm/lnstnasi Daerah ditunjuk sebagai wajib pungut
ditelapkan oleh Gubemur.

(4) Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Bengkulu adalah Koordinator
Pemungulan Retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasat 15

(1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18

dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat
Teguran/Peringalan/Surat lain yang sejenis.

(2) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dibrbit<an untuk penagihan

reEibusi setelah 7 (tujuh) hai sejak jatuh tempo pmbayaran.

(3) Dalam jangka waklu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/pedngatan/surat lain yang sejenis, wajib rebibusi harus melunasi
efibusi yang terutang.

(4) Surat teguran sebagaimana dimalaud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk Gubemur.

Bagian Ketiga
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan rehibusi menladi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecualijika wa,jib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
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(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila:

a. Diterbitkan surat teguran; dan/atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbiU<an Surat Teguran sebagaimana dimakud pada ayat (2)

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihifung sejak hnggal diterimanya Surat

Teguran tesebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Rebibusi dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retdbusi dan belum

melunaslnya kepada Pbmerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara 6dak langsung seb4aimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dketahui dad pengaiuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Wajib Retdbusi.

Pasal 17

(1) Piutang Retibusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Gubemur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi kabupabn
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Tab cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa dlafur
dengan Peraturan Gubemur.

Bagian Keempat
Pengurangan, Keringanan dan Pembebamn Retribusi

Pasal 18

(1) Gubemur dapat memberikan pengumngan, keringanan dan pembebasan

retibusi.

(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan rctribusi selanjuhya
diatur dengan Peraturan Gubemur.

Bagian Kelima
Sanksi Administrari

Pasal 19

Dalam hal walib retdbusi tidak membayar tepat pada wahunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

setiap bulan dari retibusiyang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BABXI

KEBERATAN

Pasd A!

(li Wajib Retibusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubemur ahu pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipesamakan, SKRD KBT
dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa lndonesia dengan disertai
alasan yang lelas.

(3) Wajib Retuibusi yang nrengajukan keberahn atas ketetapan retibusi, harus
dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi Ersebut.
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(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan

seiak tanggal SKRD atar dokumen lain yarg dipercamakan, SKRDI(BT dan

SXRDLB diterbi&an, kecuali apabila rctibusi bdentu dapat menuniukkan

bahwa jangka wahu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasannya.

(5) Pengajuan kebenhn tidak menunda kewajiban membayar rctibusi dan
pelakanaan penagi,han refiibnsi.

BAB XIl

PE'IGETBAUAN KELEBII{AN PE;IBAYARATiI

Pasal2l

(1) At6 lclebihan pembayanan otibusi, wajib retibusi dapd trBngaiultat
permohonan pengembalian kepada Gubemur.

(2) Gubemur dalam iangka waktu paling lama 6 (enarn) bulan seiak diterimanya
permohonan kelebiha pembayann rctibusi sebagaimana dimaksnd

ayat (1)harus memberikan kepufusan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Gubemur tidat
memberikan kepufusar, permohonar pengembalian kelebihan etifusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka wakhr
paling lama 'l (satu ) bulan.

(a) Apabila wajib rcfibu$ memilki hutang rctibusi lainnya, kelebihan
pembayaran retihrsi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung
diperhitungkan untrk melunasi terlebih dahulu huhng refiibusi tersebut

(Q Pengembaliat kelebihan pembayaran rctibusi sebagaimana dimaksud ayat
('l) dilakukan dalam jangka wakU paiing lama 2 (dua) bulan sejak dibtuiftan
SKRDLB.

(6) Apabila pengembdian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat
(5) tidak dilaksanakan dalam jangka wahu 2 (dua) bulan, Gubemur
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua prsen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan retibusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pmbayaran retdbusi sebagaimana
dimaloud pada ayat (1)diaturdengan Peratunan Kepala Daerah.

BAB XIII

INSENTIF PEMUIIGIJTAI{

?asalZl

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan retibusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kine{a teGnfu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tabcara pembaian dan pemanfaatan insentif sebagalmana dimaksud ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Gubemur berpedoman pada kebntuan
Peraturan Pemerintah.

BABXV
PEIAIIFAATAN

PasalZt

(t) Sebagian dari penerimaan bemih retribusi Pelayanan lGpelabuhanan
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang be*aitan langsung dengan
penyelenggaraan Pelayanan lGpelabuhanan yang bersanghrtan.



(1)

(2',t

l0

(2) Pemanfaatan dari penerimaan Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) digunakan untuk biaya pemeliharaan objek retibusi
jasa usaha daerah, serta biaya untuk peningkatan sumber daya aparafur
yang mengelola objek retibusi Pelayanan Kepelabuhanan yang

bersangkutan.

(3) Biaya pemeliharaan dan biaya peningkatan sumber daya aparatur

sebagaimana dimalaud ayat (2) dialokasikan dart penedmaan

netto/penerimaan bersih refibusi Pelayanan Kepelabuhanan.

(4) Alok*i biaya sebagaimana dimalsud ayat (3) diarggarkan seliap tahun

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prcvinsi Bengkulu pada

Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah yang berwenang mengelola objek
retibusi Pelayanan Keplabuhanan.

BAB W
KETE]{N'Ail PEilYIDIMN

Pasal 21

Peiabat Pegawai Neged Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

dibed wewenang khusus sebagai Penyidik untuk rnelakukan penyidikan

tindak pidam di bidang Refibusi. Sebagaimana dimakud dalan Undang -
Undang Hukum Pidana.

Wenenang Penyilik seb4aimana dimaksud pada ayat (1) dalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelif kebrangan atau
laporan berl<enaan dengan tindak pirlana di trftlang rebibusidrerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelre;

b. meneliti, mencari dan rrngumpulkan kebrangan mengenai orang
pdbadi atau bdan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehuhrqan dengar tindak pftlana rctibusidrerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pdbadi abu badan

sehubungan dengan lindak pitlana di bidang rctihrsi daerah;

d. memeriloa bukutuku, catatanoatatan dan dokumen-dokumen lain
yang berkenaan dengan tirdak pilana di bidag ptihrsidaerah;

e. melakukan penggebdahan untuk mendapafran bahan bukti pembukuan,

pencatahn dan dokumen{okurpn lain seda melakukan paryihar
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta banfual bnaga ahli dalam rangka pelal€anaan tugae
penyidikan tindak pidana di bidang retibusidaerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang menhggalkan
ruangan atau tempat pada saat perrcriksaan sedang berlangsung dan
memerilaa identitas orang dan atau dokurcn yang dibawa
sebagaimana yang dimakstd pada huruf c;

h. mernotet seseorang yarg berkaihn dengan tindak pilana di bitiang
retibusi daerah;

i. memanggil orarg untuk dirbngar keterangannya dan dipedksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. mengirent'kar penyilikau dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bklaq retibtsi derah renurut huhm yary d4at
dipedanggungjawabkan.



1l

(3) Penyidik sebagaimana dimd<sud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya' 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penunlut Umum

sesuai dengan ketentuan yang diafur dalam Undang - Undang Nomor 8

Tahun 1981 tenbng Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Paaal 25

(1) Waiib refiibusi yang lidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana

ketenluan Pasal 13 Ayat (1), Pasal 15 AyalQl, dan Pasal 'tB sehingga

rnerugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali iumlah refibusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETE}ITUAN PENUIUP

Pagal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perafuran Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan

Penyeberangan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2002 Nomor 6 Seri

C ) dicabut dan dinyatakan tidak bedaku.

Pa*al 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Perafuran Gubemur.

Pasal2S

Dalam pelaksanaan Peraluran Daerah ini, haus sesuai dan bapedoman
dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada langgaldiundangkan.

&ar s€tiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daorah
Provinsi Bengkulu.

Oitetapkan di Bengkulu
padahnggal 11 - 1. - 2o1a

Bengkulu
12 - 1@ -2a1C

DAERAII,

H.

LEMBAMN DAEMH PROVINSIBENGKULU TAHUN 2010 NOMOR : l

t/



Lampiran : Fer&rran lherah Provlnrl Bangkuh bntaq Refibteai
Pelayanrn Kcpclabuhanrn Dl Provinrl Bcngkulu
ilomor : 3 Tahun 2010
Tanggal : tt Olilober 2010

N() DINAS' BADAI{' SIRO O&IEKREIRIBI'SI TARIFREIRIBUSI

SATUANTARIF BESAMN
TARIF

1 2 3 4 5

1. Dinas Perhubungan,
lnformasi dan Komunikmi
Prcvinsi Bengkulu

L RetibusiJma Sardar
1. Deflnaga Bebn Jembabn Begerak
2. Dermaga Bebn/ Plesengan Beton

3. Pinggiran Panhi
4.]Gpal lsiirahat pada Demaga

ll- Refibusi Jca Tanda Masuk
Pelab$al:
L Tanda ilasuk Penumpang, Pengantar dan

Penjemput
2. Tarda iilGuk Bulanan F€ryawan

Perusahar di Pdabuhan
3. Tanda irasuk Kendaran Gol I

4. Tanda t\rasuk Kendaraan Gol lla
5. Tanda L,lasuk Kedaraan Gol llb
6. Tanda lvlauk lGMaraan Gol lll
7. Tanda lthsuk lGndaraan Gol lV
8. Tarda irasuk Kendaraan Gol V
9. Tanda Masuk Kendaraan GolVla

10. Tanda Masuk Kendaraan GolVlb

Itl. Tarif Jasa Pemeliharaan tbrmaga :
1. Tanda lvhsuk Kerdarasn Gol ll8
2. Tanda illasuk Kendaraan Gol llb
3. Tanda ltihuk lGndaran Gol lll
4. Tanda Masuk Kendaraan CiollV
5. Tanda tvlasuk Kendanaan GolV
6. Tanda l&sut lGndanaan Gol Vla
7. Tanda lvlasuk lGndaraan CrolVlb
8. Barang Dab lGrdanaan Per Ton

lV. Tadf Jasa Timbargan Kendaraan.

L Tanda l\rasuk Kendaraan Gol lll
2. Tarda tvbu& Kendaraao Gol lV
3.Tanda Mcuk lGndaraan GolV
4. Tanda [,l,asuk lcndaraan Gol Vl a
5. Tanda lihsuk Kendaren Gol Vl b

V. Tarif Jasa Penumpukan Barang

Vl. Tarif Sewa Tamh Dan Baryumn
1. Tadf Sewa Tanah

a. Untuk Toko, WarurE dan Sejenbnya
b. Untuk Perkanbran
c. Untuk Reklame

Per-GRT/CALL
Per-GRT/CALL
Per-GRT/CALL
PeT4RTICALL

Og per sekali masuk

Oq pcr buhn

Unit per sekali m6uk
Unit per sekali meuk
Unlt per sekall msuk
Unit per sekali m6ut
Unit per sekali masuk
Unit per sekdi masuk
Unit per sekali masuk
Unit p€r Eeksli masuk

Unit per sakali mmuk
Unit por sekali m6uk
Unit pr sekaft mcuk
Unit per sekali masuk
Unit per sekali mouk
Uoit per selGli rn6uk
Unit per sekali mauk
bn per sekdi masuk

Per unit
Per unit
Per unit
Per unit
Per unit

Ton per lv!3 per hari

irz per bulan
iI2 per buhn
M2 per bulan

30
?5
15
't0

1.000

20.000

1.000
1.s00
2.000
1.000

3.000
11.000
18.000
19.000

500
1.000
2.0u)
7.000
9.000

{2.000
16.000

't.000

2m0
2.000
1.000

5.000
5.5fl)
6.000
6.500
6.500

2.000



2. Tarif Sewa Ruangan

a. Kantor Perusahaan Penyebaangan
b. Warung, Kantin dan se.ienisnya

c. Untuk Kantor Lainnya

Vll. Retribusi Pelayanan Jasa Ruang

Tunggu VIP

Vlll. Retribusi Pelayanan penggunaan

Ah Bersih untuk kapal diatas 7 GT

lX. Retribusi Pelayanan dan Fasilitas Kamar
Mandi dan Kamar Kecil :

1. Mandi/Buang Ah Besar
2, Buang Air Kecil

M2 per bulan

M2 per bulan
M2 per bulan

0rg per sekali masuk

Per M3

Per 0rg
Per Org

5.000

3.000
3.000

2.500

35.000

1.500
1.000

t7


